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Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema K erjasama
Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam
penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skemaKPBU dan ketertarikan badan
usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga
dalam penélitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola padatigalevel kebijakan yakni level
kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biayatransaksi, serta memperkaya enrichment
teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur
bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah
soft system methodol ogy-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasi
penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biayatransaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal
problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun
tata kelola kolaboratif padatigalevel kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu
dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci:
K erjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola
kolaboratif
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Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as K erjasama Pemerintah dan Badan
Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure
provision. However, in the redlity, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to
participate in the provision of infrastructure in Indonesiais still low. Thus, this research aim to reconstruct
the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational
level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction
cost analysisin KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in thisresearch is
soft system methodol ogy-based action research, to answer four research questions. The results conclude that
the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal -principal problem,
renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative
governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by
analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords. Public-Private Partnership, Soft
System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance.
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